
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA PALEMBANG 

NOMOR 1 f' TAHUN 2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

KOTA PALEMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PALEMBANG, 

bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja Dinas 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang 
berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan 
Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor B-29/SM/OT.00/I/2023 
tanggal 10 Januari 2023 Hal Masukan atas Rancangan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kata tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Palembang; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945: 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keua nga n antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan ..... 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor fl-, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); i 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202:3 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerinta.h Pengganti Undang0 Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ti:rnun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T;iliun 2016 tentang 
Perangkat Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1.14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom0r 5888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pem:erintah Nomor 72 Tahun 1 2019 ten:tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah ~omor· 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembara:n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik; Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tiµiun 2021 tentang 
Kemudahan, Perlindungan, dan Pember;dayaan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lemoaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6619); 

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
214); 

9. Peraturan Menteri Koperasi dfill. Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 13/RER/:ryl.KUM/X/2016 itentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah dibidang Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1543); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201;7 Nomr 451); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Noµior 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 641); 

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita 
Negara Republik Indqnesia Tahun 2022 Nomor 1159); 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kata Palembang (Lembaran 
Daerah Kata Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan. Ketiga atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentan;g .Pembentukan ,clan 

I 

Susunan ..... 
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Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah 
Kota PalembangTahun 2022 Nomor 6); , 

15. Keputusan Menteri D.alam Negeri Nomor p50-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil' V(,rifikasi, Validasi 

I 
dan Inventarisasi 

Pemuktahiran l Klas.ifikasi, Kodefikasil da~ Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDpDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGA!S DAN FUNGSI SERTA 'TATA KERJA DINAS 
KOPERASI DAN JJSAHA KECIL DAN MENENGAH KGTA 
PALEMBANG. 1 l 

BABI 
KETENTUAN UMUM • 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksu,d dengan: 
1. Kota adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. 
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas 

Koperasi dan U1;1aha ~ecil dan Menengah, Kota Palembang. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Kota Palembang. 
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Kota Palembang. 
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Kota Palembang. 
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang. 
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah 1:1nsur pelaksana teknis Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang yang berada 
dibawah dan , bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah! Kota Palembang. , 

11. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF 
adalah sekelompok jabatan yang beri~i fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian clan keterampilan tertentu. 

BABU 
KEDUDVKAI'f DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Dinas Koperasi 'dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota di bidang kelembagaan koperasi, 
pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan 
koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, 

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan ..... 
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berkecluclukan clibawah clan bertanggung jawab kepacla Wali 
Kota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 
i 

' (1) Susunan Orgariisasi Dinas Koperasi clan Usaha Kecil clan 
Menengah, tercliri clari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum clan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan; clan 
3. Sub Bagian Perencanaan clan Pelaporan. 

c. Biclang Keleiµbagaan clan Pengawasa.R Koperasi; 
cl. Biclang Pemberclayaan Koperasi; 
e. Biclang Pemberclayaan Usaha Mikro Kecil; 
f. Biclang Kewirausahaan; 
g. UPTD; clan 
h. KJF. 

(2) Sekretariat clipimpin oleh Sekretaris yang beracla clibawah clan 
bertanggungjawab kepacla Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing biclang clipimpin oleh Kepala Biclang yang 
beracla clibawah clan bertanggung jawab kepacla Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian clipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang beracla 
clibawah clan bertanggung jawab kepacla Sekretaris. 

(5) Bagan Struktur' Organisasi Dinas Koperasi clan Usaha Kecil 
clan Menengah sebagaimana climak!lucl pacla ayat (1), 
tercantum clalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

BAB III I 

URAIAN TUGAS DAN FUNOSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 4 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota clalam 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan 

' Pemerintah Kota I clibidang kelembagaari •clan pengawasan 
koperasi, pemberclayaan koperasi, pemberclayaan usaha mikro 
kecil, clan kewirausahaan, serta urusan pemerintahan sesuai 
clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan. 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana clirn;aksucl clalam Pasal 4, 
Kepala Dinas mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijaka:n urusan pemerintahan yang menjacli 

kewenangan Pemerintah Kota clibiclang kelembagaan clan 
pengawasan koperasi, pemberclayaan koperasi, pemberclayaan 
usaha mikro kecil, clan kewirausahaan; 

b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi clan misi 
Wali Kota; 

c. pelaksanaan kebijakan sesuai clengan lingkup tugasnya; 
cl. penyelenggaraan urusan pemerintahan clan pelayanan umum; 
e. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan pelaksanaan 

aclministrasi; dan 

f. pelaksanaan ..... 
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' f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. : 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris ! yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggungjawab kepadaiKepala Dinas. 
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
mengoordinasikan perencanaan, keuap.gan dan pelaporan 
serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, 
perkantoran, kehurr:iasan dan kepegaw~an. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaim'ana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretaris ri:tempunyai fungsi: ! : , 
a. pengoordinasian'. penyusunan dokumen perencanaan, 

keuangan, evaluasi dan pelaporan; 
b. pelaksanaan urusan administrasi umum; 
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan 

perkantoran; 
d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 
e. pelaksanaan urusan kehumasan; 
f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-

undangan; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris me,mbawahi: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian, Keuangan; dan 
c. Sub Bagian,Perencanaan dan Pelaporan. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang 
pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
fungsi: · 
a. penyusunan rertcana program dan kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; I 
b. pengelolaan administrasi umum dan surat menyurat; 
c. pengelolaan kepustakaan dan kearsipan; 
d. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan 

keprotokolan; 
e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan perjalanan 

dinas; . 
f. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf2 ..... 
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Paragraf2 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 8 

Sub Bagian Kieuangan dipimpin olehi Kepala Sub Bagian 
Keuangan. 
Kepala Sub Bagian 
melaksanakan sebagian 
administrasi keuangan. 

Keuangan 
tugas 

mempunyai tugas 
Sekretaris dibidang 

Untuk melaksanakan tugas sebagaiman11 dimaksud pada .ayat 
(2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 
a. penyusun~ rencana program dan ! kegia:tan Sub Bagian 

Keuangan; , · 
b. penyusunan rencana anggar;an kerjal dinas; 

, . I • 

c. penyusunan rencana plafon kebutuhan anggaran dan 
penggunaan anggaran; 

d. pengelolaan administrasi keuangan belanja langsung dan 
belanja tidak langsung; 

e. penyusunan dan menganalisa laporan keuangan; 
f. pengontrolan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan/ akuntansi; 
g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang dibe.rikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 
Sub Bagian Perencanaan dan PJlaporan 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai 
tugas melaksanaka:n sebagian tugas Sekretaris dibidang 
pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala S1!lb Perencanaan dan Pelaporan mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan 

kegiatan dinas; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan 

kegiatan an.tar bidang; 
c. pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan bidang; 
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja 

dinas; 
e. penyusunan laporan hasil kerja dan ,capaian kinerja; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 

Pasal 10 

(1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala ..... 
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(2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Piengawasan Koperasi, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas dibidang kelembagaan dan pengal.vasan koperasi. 

(3) Untuk melaksanakah tugas sebagaimana dirn:aksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 
mempunyai fungsi: 
a. penyiapan :perutnusan kebijakan ;dibidang izin usaha 

simpan pinjam ,koperasi, pengawasan dan pemeriksaan 
koperasi, clan penilaian kesehat4n koperasi simpan 
pinjam/usaha simpan pinjam koperasi; 

(1) 

(2) 

(3) 

b. penyiapan ,pelaksanaan kebijakan dibidang izin usaha 
simpan pinJam koperasi; 

c. penyiapan pelakf'lanaan kebijakan qibidang pembentukan 
koperasi, perubapan anggaran dasaI[ dan anggaran rumah 
tangga, dan! pembubaran koperasi; ' 

d. pelaksanaan koordinasi bimbing~ dan penyuluhan 
peraturan perundang-undangan dap. pefaporan dibidang 
koperasi; 

e. izin usaha simpan pinjam koper~si, pengawasan dan 
pemeriksaan koperasi, dan penilaiai+ kesehatan koperasi; 

f. penyiapan pelaksanaan pendataan koperasi yang menjadi 
kewenangannya;, dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Koperasi 

Pasal 11 

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 
Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas 
melaksanakan ; sebagian tugas Kepala Dinas dibidang 
pemberdayaan koperasi. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pemberdayaan Koper~si mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi; 
b. pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/ 

permodalan bagi koperasi; 
c. pelaksanaan promosi akses pasar bigi produk koperasi di 

dalam dan luar negeri; 
d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis 

anggota koperasi; 
e. pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan 

badan usah,a lainnya; 
f. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi 

perangkat o;rgan~sasi koperasi; 
g. pelaksanaan koordinasi dan kerja i:,ama dengan instansi 

terkait; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberi~an oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima ..... 
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Bagian Kelima 
Bidang Pemberdayaan U saha Mikro Kecil 

Pasal 12 

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang 
pemberdayaan usaha mikro kecil. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

dibidang Pemberdayaan usaha mikrq kecil: 
b. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha 

mikro kecil di daiam dan luar negeri;; 
c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi 

terkait; 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keenam 
Bidang Kewirausahaan 

Pasal 13 

(1) Bidang Kewirausahaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. , 

(2) Kepala Bidang Kewirausahaan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang 
kewirausahaan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Kewirausahaan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan 

kualitas kewirausahaan; 
b. perencanaan pengembangan kewirausahaan; 
c. perencanaan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan 

kewirausahaan; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

kewirausahaan; 
e. pelaporan hasil kerja dan capaian kii;i_erja; 
f. perumusan kebijakan dibidang pemetaaan potensi 

kewirausahaan, penciptaan iklim ke~irausahaan, 
g. penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha, 

serta pembiayaan kewirausahaan; 
h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

dibidang pemetaan potensi kewirausahaan, penciptaan 
iklim kewirausahaan, penumbuhkembangan wirausaha 
dan inkubasi wirausaha, serta pembiayaan 
kewirausahaan; dan 

i. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketujuh ..... 
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' Bagian Ketujuh 
UPTD 

Pasal 14 
' I 

(1) Dalam pelaksa'naan tugas dan fungsil Din~s Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah dapat membentuk UPTD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang,undangan. 

(2) UPTD merupakan UPTD operasional , Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah. : 

(3) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan 
bertanggung ja'fab kepada Kepala Dinaf:1. 

Pasal 15 i ' 
Kepala UPTD mempunyai tugas membantu! Kepala Dinas dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan yang \menjadi kewenangan 
Pemerintah Kata dibidang kelembagaan dan pengawasan 
koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro 
kecil, dan kewirausahaan, serta urusan pemerintahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-und~ngan 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15, Kepala UPTD mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana program kerja; 
b. penyusunan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja; 
c. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; 
d. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional; 
e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait; 

' dan ' 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

' sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

Pembentukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta 
tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kata. 

Bagian Kedelapan 
KJF 

Pasal 18 

KJF mempunyai tu:gas membantu dan melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Dihas Koperasi dan U saha! Kecil dan Menengah 
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 

Pasal 19 

(1) KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari 
sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah ..... 



(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

( 1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Jumlah tenaga, fungsional seba:gaimana'. dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan berda'sarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Hubungan 
sebaliknya 
Sekretaris. 

BAB IV 
TATAKERuA 

Pasal 20 

antara Kepala Dinas dengan bll.wahannya atau 
secara administratif dilaksanakan melalui 

' I 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 
Kepala UPTD dan KJF dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 
wajib menerap~an P,rinsip koordinasi, iµtegrasi, sinkronisasi, 
dan simplifikasi bafk secara vertikal dan horizontal, dalam 
lingkungan ma'sing-;masing maupun an,tar satuan organisasi 
di Lingkungan 

1
Pem~rintah Kota serta d'.engan instansi lain di 

luar Pemerintan Kota sesuai dengan tugas masing-masing. 
I 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 
Kepala UPTD dan :KJF bertanggung jil-wab memimpin dan 
mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. 
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 
Kepala UPTD dan KJF wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan , bertanggung jawab kepada 1atasan masing­
masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. 
Setiap laporan yang1diterima olt,h pimpipan satuan organisasi 
dari bawahan1 diolah dan dipergum,1.kan sebagai bahan 
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. 
Dalam hal Kepala Dinas berhalangan,: Kepala Dinas dapat 
menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang di Lingkungan Dinas 
Koperasi dan Usaha,Kecil dan Menengah. 

BABV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 21 

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota. 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Su0 Bagian dan Kepala 
UPTD dan KJF diangkat dan diberherttikan' oleh Wali Kota 
atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 
Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang'-undangan. 
Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama. 
Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan 
Administrator. 
Kepala Bidang .merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan 
Administrator. 
Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau 
Jabatan Pengawas. 
Kepala UPTD merupakan Jabatan Ese~on IV.a atau Jabatan 
Pengawas. 

BAB VI ..... 

l 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali 
Kota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang (Serita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2022 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 23 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kota Palembang. 

.J I 
/' 

HARNOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
pad tanggal 2023 
SE ETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

/ 
RAT DEWA 
BER TA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 



• l 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALi KOTA PALEMBANG 
NOMOR I 1"' TAHUN 2023 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 
DAN MENENGAH KOTA PALEMBANG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALEMBANG 

I KEPALA DINAS I 
I SEKRETARIAT I I 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I I I 

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN 
DAN K.EPEGAWAIAN DAN PEI.APORAN 

I I I I 

BIDANG KELEMBAGAAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI 
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA BIDANG KEWIRAUSAHAAN 

PENGAWASAN KOPERASI MIKRO KECIL 

I UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH I 
.-,,- \ 

\., 

~A~ l{OTA\f ~'t,EMBANG, 

1 r r~-
\~ 

:-- ' 
HARNOJOYO 


